


Kata Pengantar

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi
setiap warga negara Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Oleh karenanya hak kewajiban bagi seluruh warga dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan.

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh
pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan
Hidup dan Kehutan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-Undang
No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DIKPLHD dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada
masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan
hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan
prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen
DIKPLHD ini dari provinsi dan kabupaten/kota ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data,
analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model D-P- S-I-R (Driving
Force-Pressure-State-Impact-Response).

DIKPLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang
pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi. Sebagai
penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DIKPLHD serta leadership kepala
daerah dalam pengelolaan LHK secara baik, setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia
memberikan apresiasi.

Agar kualitas data dan informasi lingkungan hidup dapat meningkat dari waktu ke waktu
(continuous improvement), maka melalui Pedoman Penyusunan DIKPLHD ini dapat menjadi
acuan sahih bagi seluruh pihak dalam penyusunan DIKPLHD. Terima Kasih.

Jakarta, 18 April 2023
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM
NIP 19640930 198903 1 001
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I. TATA CARA PENYUSUNAN

a. Tim Penyusun dan Bentuk Dokumen
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun oleh
Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim
Penyusun dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan laporan status lingkungan hidup daerah
sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009. DIKPLHD ini terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu :
(1) Buku I, adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 30
halaman dengan menyampaikan pendalaman Analisa permasalahan yang diangkat dalam
Buku II (6 Matra Isu Lingkungan Hidup Daerah);

(2) Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan
lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan
kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup,
status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan ( Driving Force,
Pressure State, Impact and Response Analysis/ DPSIR).

b. Kelengkapan administrasi
Untuk kelengkapan administrasi dokumen harus melampirkan sebagai berikut : 1. Kata Pengantar
yang harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah, 2. Penyaringan isu prioritas yang melibatkan
Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (Stakeholders)
yang dikukuhkan oleh SK Tim Penyusunan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, 3. Biodata
Penyusun, .4. Surat Pernyataan yang menyatakan keabsahan data yang ditanda tangani oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diketahui oleh kepala daerah. 5. Surat Pernyataan dari
Kepala Daerah mengenai inovasi, 6. Buku I (Ringkasan Eksekutif) dan Buku II (Laporan Utama).

c. Penetapan Isu Prioritas dan Inovasi Kepala Daerah
Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan
hidup di daerah. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas
didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah. Proses
penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan DPSIR, sedangkan, inovasi kepala daerah
meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru,
yang dijalankan atau dibuat pada periode waktu penilaian dan disampaikan dalam bentuk
pernyataan tertulis kepala daerah yang dapat diperkuat dengan gambar visual ataupun dokumen
yang dilampirkan.

d. Waktu Penyampaian Dokumen dan Penyebarluasan Informasi

DIKPLHD yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib diupload pada website
masing-masing daerah dan disampaikan dalam bentuk softfile dengan format file pdf melalui
surat elektronik ke alamat : nirwasitatantra@menlhk.go.id Format saji dokumen dalam bentuk
PDF. Masing-masing daerah wajib mengisi tabel data melalui aplikasi SILHKD. OPD Bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menyampaikan DIKPLHD kepada OPD Bidang Lingkungan
Hidup Provinsi guna memperoleh rekomendasi, sedangkan OPD Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi menyampaikan DIKPLHD kepada Pusat Pengendalian Pembangunan

mailto:nirwasitatantra@menlhk.go.id
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion (P3E) guna memperoleh rekomendasi.
Rekomendasi yang diberikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan (P3E) dan OPD bidang
Lingkungan Hidup Provinsi didasarkan kepada kriteria yang tertuang pada Sub Bab Tatacara
Penilaian. DIKPLHD berikut rekomendasi dari OPD Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
dan Provinsi dapat disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal KLHK atau
secara elektronik melaui alamat: nirwasitatantra@menlhk.go.id paling lambat tanggal 31 Juli 2023
pukul 23.59 WIB.

mailto:nirwasitatantra@menlhk.go.id


Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

II. TATA CARA PENULISAN
a. Tata cara Umum

Tata cara umum terdiri atas format baku penulisan dan sistematika penyajian dokumen. Format
baku penulisan adalah sebagai berikut:

1. Pengetikan
a). Batas dan Ukuran Kertas

Batas kiri — Batas kanan — Batas atas — Batas bawah : 4 cm — 3 cm — 3 cm — 3 cm
dari tepi kertas. Ukuran kertas A4.

b). Huruf dan Spasi
Huruf menggunakan jenis huruf Tahoma 12 poin (ukuran sebenarnya) dan diketik rapi (rata
kiri kanan justify) dengan spasi 1,5.

2. Penomoran Halaman
Jenis nomor halaman ada dua macam, yaitu angka romawi kecil dan angka latin. Angka romawi
digunakan dalam penomoran Bab. Khusus halaman judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap
diperhitungkan.

3. Sampul/Cover
Sampul/Cover dengan warna hijau muda (tanpa gambar) yang memuat Judul DOKUMEN
INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN (dengan ukuran huruf
14/16 dan hanya dilengkapi dengan logo daerah dan KLHK).

4. Penomoran Tabel Utama dan Tabel Tambahan
Penomoran tabel utama disesuaikan dengan daftar tabel yang telah diberikan, sedangkan tabel
tambahan yang merupakan penunjang tabel utama (jika diperlukan) maka menambahkan huruf
kecil setelah nomor tabel utama (contah. Tabel 11. A)

Setiap Tabel harus dilengkapi dengan:
1 Judul Tabel : diisi sesuai format yang tertulis
2 Provinsi/Kabupate

n/Kota
: diisi dengan nama

provinsi/kabupaten/kota penyusun
laporan

3 Tahun Data : diisi dengan tahun data yang
digunakan

4 Keterangan : diisi dengan penjelasan tanda-tanda
baca seperti (-), (NA), (tad), (0)
atau penjelasan tentang keberadaan
komponen/ sub komponen yang
diminta dalam tabel.

5 Sumber : diisi dengan sumber perolehan data

b. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian DIKPLHD terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan
bagian akhir.

1. Bagian Awal
Bagian awal terdiri atas :
1) Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
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2) Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan
para pernangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

3) Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata
Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.

4) Daftar Isi
5) Daftar Tabel
6) Daftar Gambar
7) Daftar Lampiran

2. Bagian Utama
Bagian utama, terdiri atas .
1) Bab I Pendahuluan. Pendahuluan memuat mengenai: (a) latar belakang; (b) profil atau

keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat
proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen
informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula
proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu
prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan.

2) Bab II. Pada Bab II ini mengkategorikan Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact, dan
Response Isu Lingkungan Hidup Daerah ke dalam :
1. Tata guna lahan. Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di
wilayah pesisir dan laut, wajib memasukan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang
dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tataguna lahan berikut
perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah
yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata,
dan lain sebagainya. Terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, wajib
menuangkan data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan
laut. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan prosentase (misalnya
luas hutan lindung 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah ybs).
Dilengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan
sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status
perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data
berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung. Analisis driving force,
pressure, state, impact, dan response wajib didukung dengan data berkala (time series).
Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau
penurunan hutan lindung, faktor driving force-nya (pemicu), pressure-nya dijelaskan dan
didukung dengan data berkala (time series), demikian juga jelaskan bagaimana impact
yang terjadi dan response telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data.
Visualisasi data dalam bentuk Grafik dan Peta hendaknya jelas dan dilengkapi dengan
legenda yang mudah terbaca. Data yang dapat digunakan untuk mendukung analisis DPSIR
pada sub bab ini, antara lain Tabel 1 s/d Tabel 17. Data tambahan yang menunjang analisis
dapat dituangkan disini.

2. Kualitas air. Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut
(kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh
analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi driving force-nya adalah
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banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, pressure adalah
masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, response-nya mendorong penaatan industri
agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan
untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air
laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas dan kuantitas air DAS,
jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar
(sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi
dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi laut dan
sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir,
dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/d Tabel 30. Data
tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

3. Kualitas udara. Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar
Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak
dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh :kondisi udara ambien yang
tercemar oleh logam berat, penyebabnya (pressure) adalah kondisi penggunaan BBM,
kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri
pencemar. Pemicu (driving force) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak.
Response dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program.
Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan
pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan
primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 36 s/ d
Tabel 40. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

4. Resiko bencana. Bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau
kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa
tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, banjir, longsor), bencana non alam (seperti
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial
(seperti konflik sosial). Driving Force diungkapkan dalam bentuk data yang terkait
persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use),
penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data Iainnya yang menunjang. Data yang
dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari
peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk
analisis pada sub bab ini.Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung
yang dapat digunakan adalah Tabel 44. Data tambahan yang menunjang analisis dapat
dituangkan disini.

5. Perkotaan. Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan
penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit
dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan
lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di
berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara,
kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia
yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi
yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis, selanjutnya
dijelaskan pressure dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan response-nya adalah
berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan
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lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang
meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga),
dan sampah spesifik. Data yang dituangkan berupa sumber sampah, produksi sampah,
pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah.
Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam pressure
adalah penyebab terjadinya persoalan sampah. Response adalah upaya yang dilakukan dari
mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program
daerah. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 31, 35 dan Tabel 46
s/d Tabel 48. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan dalam tabel
tambahan.

6. Tata Kelola. Data seperti perijinan dan evaluasinya, peraturan yang telah diterbitkan,
Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah merupakan kondisi
eksisting atau driving force (pendorong/pemicu)yang ditampilkan di dalam data. Pressure
seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan LH, sedangkan jumlah
personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staf fungsional yang ada dalam
pengelolaan lingkungan hidup bisa merupakan kondisi eksisting atau state. Kegiatan atau
program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat
diselesaikan merupakan response dari pressure yang timbul. Data pendukung minimal
yang dapat digunakan adalah Tabel 18 s/d Tabel 21, Tabel 41 s/d Tabel 43, Tabel 50 s/d
Tabel 60. Data tambahan yang menunjang analisis dapat dituangkan disini.

3) Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah. Isu prioritas yang diambil adalah
berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada Bab II, masalah utama yang
dihadapi, serta tren IKLH dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, isu yang diprioritaskan
menggambarkan atau mempunyai hubungan yang kuat dengan masalah yang akan
dipecahkan yang dapat pula tercermin dalam tren IKLH. Isu prioritas ini dapat mengenai
pressure (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi,
birokrasi, kelembagaan maupun politik), state (kondisi atau potret LH pada saat periode
penilaian), atau response (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan
jenis pressure yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi state). Isu prioritas paling banyak
5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi
terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Topik yang
dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) Pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial,
ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun pressure sebagai penyebab-
penyebabnya, dan/atau persoalan tatakelola untuk menjalankan respon yang dilakukan; dan
(2) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgent). Muatan yang
dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu
prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk
memperoleh isu prioritas.

4) Bab IV. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini memuat inisiatif-
inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan
hidup pada periode penilaian. Kriteria kegiatan atau inisiatif yang dapat dijadikan inovasi
daerah yaitu: (1) Berupa kebijakan dan/atau kegiatan. Kebijakan dapat berbetuk dokumen,
sedangkan kegiatan sudah berjalan dan ada hasilnya di lapangan; (2) Kebijakan dan/atau
kegiatan tersebut dilaksanakan hanya yang masuk ke dalam periode waktu penilaian, namun
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dapat juga diulas trens perubahan/perkembangannya seandai sudah dilakukan pada tahun
sebelumnya; (3) Kepala Daerah memberi penjelasan secara tertulis apa alasan inovasi
tersebut dijalankan, hambatan yang dihadapi dan faktor penentu keberhasilan
menjalankannya. Inisiatif atau kegiatan sebagai inovasi tersebut dapat berupa upaya
peningkatan peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD), peningkatan
kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas
kepada publik) serta inisiatif atau kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada).
Data yang mendukung dituangkan sejelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang
lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif
meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan
kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola
lingkungan. Tabel 61 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya

5) Bab V. Penutup. Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/ d Bab IV, dan rencana
tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.

6) Daftar Pustaka. Semua pustaka yang diacu wajib dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka
yang diacu harus relevan dengan pokok bahasan. Pustaka dapat berupa publikasi atau laporan
dari dinas/lembaga kredible ataupun publikasi penelitian yang terkait dengan topik yang
dibahas.

7) Lampiran. Keseluruhan data utama dan data tambahan wajib dicantumkan dalam lampiran
sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Bagian Akhir
Bagian akhir penulisan berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan dokumen
informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti perhitungan data, peta, foto,
keputusan kepala daerah yang terkait penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup
daerah, dan daftar riwayat hidup tim penyusun. Jenis data minimal yang harus ada dalam
penyajian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam aplikasi SILHKD atau website www.menlhk.go.id

http://www.menlhk.go.id
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III. TATA CARA PENILAIAN

a.Tata Kelola Dokumen

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berikut rekomendasi
penilaian paling lambat tanggal 31 Juli 2023 Pukul 23.59 WIB, disampaikan kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Softfile dengan format file pdf.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dinilai oleh Tim Independen
yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Tahapan Penilaian

1. Tingkat Provinsi dan Ekoregion
● Tingkat propinsi memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan
bagi DIKPLHD yang dikirimkan oleh kota dan kabupaten.

● Tingkat Ekoregion memberikan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan
bagi DIKPLHD yang dikirimkan oleh Propinsi.

2. Tingkat Kementerian LHK
Penilaian dilakukan melalui tahapan sbb: (1) tahapan penapisan, yaitu penilaian atas buku
ringkasan eksekutif, kelengkapan dan kemutakhiran data (isi tabel data dan tahun data), sumber
data, kelengkapan administrasi dan kepatuhan; serta (2) tahapan penilaian atas : (a). analisis
hubungan kausalitas antara isu prioritas dengan data yang disajikan dengan menggunakan
pendekatan DPSIR, (b) Inovasi daerah yang genuine (asli) dan berdampak luas bagi kelestarian
lingkungan (3) tahapan wawancara Kepala Daerah dan DPRD (menyesuaikan dengan keadaan)
dan /atau Vlog Presentasi Kepala Daerah dan DPRD dengan durasi 10 menit (Kepala Daerah 7
menit dan DPRD 3 menit), khusus wawancara DPRD mengenai fungsinya dalam mendukung
pengembangan program Lingkungan Hidup. Untuk menentukan pemenang dengan
mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya terbebas dari tindak pidana korupsi.

Hasil penilaian diumumkan menyesuaikan dengan keadaan melalui website
http://www.menlhk.go.id. Penghargaan Nirwasita Tantra akan diberikan kepada daerah yang
memiliki kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menyusun dan menyampaikan dokumen
Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tepat pada waktunya.

http://www.menlhk.go.id.
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